Konsultasi DPRD Provinsi Riau tentang Perda RPJMD Tahun 2014-2019
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JAKARTA – Selasa, (8/11/2016), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat konsultasi DPRD provinsi Riau tentang RPJMD tahun 2014-2019 di ruang rapat Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20, Jakarta Selatan. 

Rapat yang dimulai pada pukul 14.30 WIB tersebut dipimpin oleh Muhammad Hudori, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun yang hadir pada saat itu yaitu perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 1, eselon 4 Ditjen Bina Bangda, dan fungsional umum Ditjen Bina Bangda; serta perwakilan DPRD provinsi Riau yang terdiri dari Ketua DPRD provinsi Riau, Manahara Manurung; Wakil Ketua DPRD provinsi Riau; serta anggota DPRD provinsi Riau. 
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD provinsi Riau menyampaikan maksud dan tujuan berkonsultasi dengan Ditjen Bina Bangda. Beliau mengatakan rancangan perubahan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi Riau tahun 2014-2019 sudah diterima oleh DPRD provinsi Riau. Melalui konsultasi tersebut, DPRD provinsi Riau ingin mencari referensi dalam pembahasan perubahan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi Riau tahun 2014-2019. 
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hudori, mengatakan bahwa berdasarkan hasil konsultasi Bappeda provinsi Riau yang sudah dilakukan di kantor Bappeda provinsi Riau, Ditjen Bina Bangda menyarankan agar Raperda tentang perubahan RPJMD provinsi Riau harus segera diproses secara bersama-sama oleh Pemprov Riau dan DPRD provinsi Riau agar bisa dijadikan rujukan. 

Hudori menambahkan bahwa pembahasan perubahan Perda RPJMD dilakukan sejalan atau paralel dengan pembahasan Perda tentang OPD yang baru sesuai dengan PP 18 Tahun 2016. “Perubahan RPJMD merupakan momen yang baik karena adanya kebijakan baru yakni dengan keluarnya PP 18 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Inmendagri 061,” jelas Hudori. 
Lebih lanjut, beliau juga menghimbau agar pemerintah daerah fokus terhadap target-target pembangunan daerahnya. “Sangatlah perlu memperhatikan dan menyesuaikan target pembangunan nasional,” kata Hudori. [Mahfud Achyar]
